
                                                                                                

LAPORAN SINGKAT 
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI  

DENGAN  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA 

RABU, 2 DESEMBER 2009 
------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Tahun Sidang : 2009-2010 
Masa Persidangan :  I 
Rapat Ke : -- 
Sifat :  Terbuka 
Jenis Rapat :  Rapat kerja (RAKER) 
Dengan :  Menteri Sekretaris Negara 
Hari/Tanggal :  Rabu, 2 Desember 2009 
Pukul :  10.00 WIB - selesai 
Tempat :  Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) 
Ketua Rapat :  Drs. H. Burhanuddin Napitupulu/Ketua Komisi II DPR RI 
Sekretaris Rapat :  Juliasih, SH/Kabagset. Komisi II DPR RI  
Acara : Membahas Kebijakan dan Program Pemerintah Jangka 

Pendek, Menengah dan Maupun Jangka Panjang dan 
Masalah Aktual Lainnya 

Kehadiran :  38 dari 50 Anggota Komisi II DPR RI   
12 orang izin    

HADIR : 

 

 

 

Drs. H. Burhanuddin Napitupulu   

 

H. Taufik Effendi, MBA   

 

Ganjar Pranowo   

 

Ir. Teguh Juwarno, M.Si   

 

Muslim, SH  

 

H. Abdul Wahab Dalimunte, SH      
Drs. H. Djufri   

 

Dr. H. Subiyakto, SH.,MH.,MH  

 

Rusminiati, SH  

 

Drs. H. Abdul Gafar Patappe   

 

Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc   

 

Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM   

 

Nurul Arifin S.IP.,M.Si   

 

Dr. M. Idrus Marham     
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si   

 

Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si      
Drs. Taufiq Hidayat, M.Si  

 

H. Tubagus Imam Ariyadi, S.Ag.,MM.,M.Si  

 

Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus    

 

H. Rahardi Zakaria, S.IP.,MH   

 

Dra. Eddy Mihati, M.Si  

 

Irvansyah, S.IP   

 

Arif Wibowo   

 

Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si  

 

Aus Hidayat Nur  

 

H.M Gamari Sutrisno   

 

H. Tossy Aryanto, SE.,MM   

 

Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si  

 

Wa Ode Nurhayati, S.Sos     
Dr. AW. Thalib, M.Si  

 

Drs. H. Nu man Abdul Hakim  

 

H. M. Izzul Islam  

 

Abdul Malik Haramain, M.Si  

 

Dra. Hj. Ida Fauziyah     
Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd.I  

 

Mestariany Habie,SH  

 

Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si  

 

Djamal Aziz, B.Sc, SH.,MH   

IZIN :

 

 

 

Ignatius Mulyono   

 

Drs. H. Amrun Daulay, MM  

 

Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd   

 

Khatibul Umam Wiranu, M.Hum 

 

Kasma Bouty, SE.,MM   

 

Mustokoweni Murdi, SH    

 

Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH     
 Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill  

 

Alexander Litaay   

 

Agus Purnomo, S.IP  

 

H. Sukiman, S.Pd.,MM      
Miryam S. Haryani, SE.,M.Si  

TERBATAS 
(Untuk Kalangan Sendiri

 
)

 



I. PENDAHULUAN 

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara dibuka pukul 10.15 
WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. H. Burhanuddin Napitupulu.  

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 

1. Rencana strategis Sekretariat Negara Tahun 2010-2014 mencakup unsur-unsur 
pemantapan visi Sekretariat Negara yaitu terwujudnya Sekretariat Negara yang 
profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan 
prima kepada Presiden dan Wakil Presiden

 

dan pemantapan misi, antar lain 
pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi termasuk kerumah 
tanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden.  

2. Program kerja Sekretariat Negara Tahun 2010, antara lain peningkatan 
kerjasama internasional, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur 
negara, penataan kelembagaan dan ketata laksanaan, peningkatan kualitas 
pelayanan publik, dan pengelolaan kekayaan budaya.  

3. Program 100 (seratus) hari kedepan Sekretariat Negara meliputi bidang 
Reformasi Birokrasi, Perundang-Undangan, Dukungan kebijakan, dan hubungan 
kelembagaan.  

4. Perlu Rapat Dengar Pendapat khusus dengan Kepala Unit Kerja Presiden 
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Hal ini 
dimaksudkan agar dapat mendapat pemahaman dan masukan yang lebih 
komprehensif atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang UKP4.  

5. Terhadap masalah yang berkaitan dengan penertiban aset negara dalam hal ini 
pengelolaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Gelora Bung 
Karno dan Kemayoran, akan dikaji secara mendalam oleh Tim Kecil dari Komisi 
II DPR RI dengan Pihak Pengelola.  

6. Perlu pengaturan yang jelas dan proporsional terhadap prosedur dan mekanisme 
kerja Staf Khusus Presiden dan Juru Bicara Presiden.  

7. Evaluasi terhadap keberadaan Lembaga Non Struktural (LNS) perlu segera 
dituntaskan. Hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan 
terhadap keberadaan Lembaga Non Struktural (LNS) kedepan.   

III. KESIMPULAN/PENUTUP 

Setelah Menteri Sekretaris Negara menyampaikan penjelasan atas pertanyaan dari 
anggota Komisi II DPR RI dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terkait dengan hasil kajian dan rekomendasi atas keberadaan Lembaga Non 
Struktural (LNS) yang dasar pembentukannya dengan Keputusan Presiden dan 
Peraturan Presiden, Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri Sekretaris 
Negara untuk melakukan penataan ulang terhadap LNS tersebut dengan 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara dan menjadikan sebagai program 100 (seratus) hari Kabinet Indonesia 
Bersatu.   

2. Terhadap LNS yang dasar pembentukannya dengan Undang-Undang Komisi II 
DPR RI juga meminta untuk segera dilakukan evaluasi kajian secara 
komprehensif, yang hasilnya segera disampaikan kepada Komisi II DPR RI 
dalam waktu sesingkat-singkatnya.    



3. Mengacu pada Program 100 (seratus) hari khususnya yang terkait dengan 
bidang dukungan kebijakan, Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri 
Sekretaris Negara sesuai kewenangannya menyiapkan bahan tentang perlunya 
evaluasi kinerja dan kelembagaan Staf Khusus Presiden dan Juru Bicara 
Presiden. Hasil evaluasi dijadikan bahan penyempurnaan prosedur dan 
mekanisme kerja Staf Khusus Presiden dan Juru Bicara Presiden yang 
proporsional sehingga tidak tumpang tindih dengan fungsi dan tugas 
Kementerian Negara.  

4. Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menegaskan 
kembali pelaksanaan dari peraturan/ketentuan yang jelas tentang hak dan 
kewajiban protokoler, atribut, fasilitas, termasuk pengawalan, pejabat negara, 
kepala pemerintahan daerah secara jelas dengan mengedepankan prinsip 
kepantasan dan kewajaran.  

Rapat diakhiri dan ditutup pukul 14.20 WIB.      

Jakarta, 2 Desember 2009 
PIMPINAN KOMISI II DPR RI 

KETUA,     

DRS. H. BURHANUDDIN NAPITUPULU

 

A-177  


